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PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOL]
NOKOR 2 TAHUN 2011

TENTANG
PAJAI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAM YANG MAHA ESA
WALIKOTA GUNUKGSITOLI,

Menimbang : a. bahwa pajak daerah adalan salah satu sumber
pendapatan daerah yang penting guna membiayai
pelaksanaarn pemerintahan daerah dalam melaksanakan
pelayanan kepada masyarakat serta mevujudkan
kemandirianh daerah:

hahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2008 tentang Paiak Dasrah dan

Retribusi Daerah, perlu ditetapkai:nya jenis-jenis pajak

yang dikeicla o.eh Pemerintah Dazrah;

c. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimarna
dimaksud dalam huruf @ dan nuruf b, perlu membentuk
Peraturan Daerain Kota Gunungsitoli tentang Pajak
Dzerah;

jon

Mengingat o 1. Undzrng-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentarg Hukum
Acara Picina fLembtaran Megara Republik Indonesia
Tahun 1481 Nomor 76, Tambahan Lembarar Negara
Republk indonesia Nomor 3259);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyeiengoaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korups:, Kolusi dan Nepotisme (Lembarun Negara
Republik Indonesia Tahun 18S9 Nomor 75, Tambahan
Lembaien Negara Repubiik Indonesia Nomor 3851);

3 Undanc¢-Undang Nomior 14  Tzhun 2002 tentang
Pengadian Pajan (Lembaran Negara Republik indonesia
Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan cembaran Negara
Republit Indonesia Nomor 4189),

4 Undang-Undang Nomor 17 Tdanun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4280);




5.

10.

11

12,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355):
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nornor 4389); )
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemesintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahanr Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara
Repubiik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4844):
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pernerintah Pusat dan
Pemerintah  Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438):
Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera
Utara (Lembaran Negara Republik Indcnesia Tahun 2008
Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4931);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
Undang-Undang Nemor 28 Tahun 20C9 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049):;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomior 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonstrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara
Republik indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816):
Peraturan Pemerintah Nornor 38 Tahun 2007 tentany
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan




15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737):

Pemerintah Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif
Pemungatan Pajak Daerah dar  Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
lomer 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar  Akuntansi  Pemerintah  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 ,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165):
Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang
Jenis Pajak Daerah Yarg Dipungut Berdasarkan
Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh
Wajib Pajak (lLembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5179);

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan
Peraturan Perundang-undangan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubzh terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalarn Negeri Nomor 21 Tanhun 2011 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;,

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010
tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap
Pelanggaran Ketentuan di Bic'ang Pajak Daerah dan
Retribusi Caerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 28);

Peraturan Menteri Keuangan No.147/PMK.J7/2010
tentang Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional
yang Tidak Dikenakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan;

Feraturan Menteri Keuangan Nomnor 148/PMK.07/2010
tentang Badan atau Perwakilan Lembaga Interncsional
yang Tidak Dikenakan Pajak Bumi dan Bang'inan
Perdesaan dan Perkotaan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 415);

. Peraturan Bersama Menteri Dalam Megeri Dan Menteri

Keuangan Nomor 186/PMK.07/201C Dan Nomror 53
Tahun 2010 Tahapan Persiapan Pengaiihan Bea
Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Sebayai
Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

-



Menetapkan

24.

2010 Nomor 510);

Peraturan Bersama WMenteri Keuangan dan Menteri
Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58
Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
sebagai Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 581);

Dengan Persetujuan Be.sama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAY DAERAH KOTA
GUNUNGSITOLI

dan
WALIKOTA GUNUNMGSITOLI

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peratoran daerah ini varg dimaksud dengan :

1.
2.

oA

Daerah adalah Keta Gunungsitoli.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan
Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan
prinsiv otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Nejara iesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia.

Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat
Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah.

Walikota adalah Walikota Kota Gunungsitoli.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli
yang selarjutnya disingkat DPRD adaiah lembaga
perwakilan rakvat daerah sehbagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daeran.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yana terdiri
dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas
Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan
Kelurahan.



/. Pejabal adalah pegawa: yang diberi tugas tertentu
dibidang perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan
perunuang-undangan.

8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Gunungsitoli atau
Dinas/Badan yang diseralkan wewenang dan tanggung
Jawao sebagai Pemegang Kas Daerah Kota Gunungsitoli;

9. Pajak Daeah yang selanjutnya disebut Pajak adalah
kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
undang-undang, dengan ‘idak mendapatkan imbalan
secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

10. Badan adalah sekumpulan orang can/atau modal yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha
maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseioan kornanditer, perseroan
lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam
bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,
organisasi sosial poiitik, atau organisasi lainnya, lembaga
dan bentuk badan iainrya termasuk kontrak investasi
kolektif dan bentuk usaha tetap.

11. Burni adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan
perairan pedaiainan serta laut witayah Kota Gunungsitoli.

12.Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau
dilekatkan secara tetap pada tanan dan/atau perairan
pedalaman dan/atau laut.

13.Nilai Perolehan Obyek Pajak, yang selanjutnya disebut
NPOP adalah besaran nilai/harga obyek pajak yang
dipergunakan sebagai dasar pengenaan pajak.

14.Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak, yang
selanjutnya disebut NPOPTKP adalah besaran nilai yang
merupakan batas tertinggi nilai/lharga obyek pajak yang
tidak dikenakan pajak.

15.Nilai Jual Obyek Pajak, yang se'anjutnya disebut NJOP
adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual
beli yang terjadi secara wajar, dan b:lamana tidak terdapat
transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan
harga dengan obyek lain yang sejenis, atau nilai
perolehan baru, atau NJOP pengganii.

16.Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, yang
selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan
hak atas tanah dan/atau bangunan.

17.Perolet.an hak atas tanah dan/ateau bangunan adalah
perbuatan atau peristiwa nukum yang mengakibatl:an

- diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh
orang pribadi atau badan.




18.Hak atas tanah dan/atau bangunan adalah hak atas
tanah, termasuk hak pergelolaan, beserta bangunan di
atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang
di bidang pe~tanahan dan bangunan.

19. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan
oleh hotel.

Hotel adalah fasilitas oenyedia jasa
penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya
dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel,
losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata,
pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta
rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang
disediakan oleh restoran.

@Restoran adalah fasilitas penyedia rnakanan dan/atau
minuman dengan dipungut bayaran, y2ng mencakup juga
rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan
sejenisnya termasuk jasa hoga/katering.

23. Warung adalah usaha vang menjual makanan dan
minuman baik yang menggunakan Pangunan tetap atau
sementara atau tempat yang dapat dipindah-pindahlan.

24. Bar adalah bangunan atau sebahagian bangunan yang
digunakan untuk menjual minuman atau tanpa makanan
dengan pembayaran.

25. Jasa boga atau katering adalah usara yang menjual
makanan atau minumar. baik yang menggunakan teinpat
yang letap atau semerntara atau lempat yang dapat
dipindah-pindahkan.

26. Pajak Hiburan adalah pajak  atas penyelenggaraar
hiburan.

27 Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan,
permainan dan/atau keramaiar yang dinkmati dengan
dig ungut bayaren.

28. Pajak Rekiame adalah pajak atas penyelenggaraan

reklame.

@Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang
bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan
komersial memperkenalkan, menganjurxan,
mempromosikan atat un‘uk menarik perhatian umum
terhadap barang, jasa, orang atau bacan, vang dapat
dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati
oleh umum.

30. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunain
tenéga listrix, baik yang dihasilkan sendiri .maupun
diperoieh dari sumber lain.

31. Pajak Niineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak
atas kegiatan pengambilan mineral buan logam dan
batuan, baik dari sumber aiarm di dalam dan/atau




32.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45.

permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
Mineral Bukan Logam dan Batuan adniah mineral bukan

logam dan batuan sebagaimana dimaksud Jalam

peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan
batubara.

. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat

parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan
dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai
suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan
kendaraan oermoter.

Parkir adalah keadaan tdak bergerak suatu kendaraan
yang tidak bersifat sementara. ’
Pajak Air Tanah adaiah pajak atas pengambilan dan/atati
pemanfaatan air tanan.

Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah
atau batuan di bawah permukaan tanah.

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas Kegiatan
pengambilan  dan/atau pengusahaan Sarang Burung
Walet.

Burung Walet adalah satwa liar yang termasuk marga
colioce yaitii collocelia fuchliap haga, collocelia maxira,
collocelia esculanta dan collocelia linchi

Pajek Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotazn
adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki,
dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau
Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan
usaha perketunan, perhutanan, dan pertambangan.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah
Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau pDangunan.
Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi
pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak,
yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai
dengan ketentuan peraturan  perundang-undangan
perpajakan daerah.

Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender
atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan
Walikota paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang
menjadi dasar bagi wajib pajak untukx menghitung,
menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu)
tahi'n kaiender, kecuali bila wajib pajak menggunakan
tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
Pajak vang terutang adalah pajak yang harus dibavar
pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak
atau dalam bagian tahun pajak <z2sual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan aata obyek dan subyek pajak, penentuan

-




46.

47.

48.

49.

50.

51.

53.

54.

besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penaginan
pajak kepada wajib pajak serta pengawasan
penyetorainnya.

Surat Penberitahuan Objek Fajak, yang selanjutnya
disingkat SPOP, adalah adalah surat yang digunakan
oleh Wajib Pajak untuk melapoikan data sub’ek dan
objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan  sesuai dengan ketentuan  peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah.

Surat Pemteritahuan Fajak Daerah yang selaniutnya
disingkat SFTPD adalah surat yang oleh wajib pajak
cdigunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau
pembayaran pajak, obyek pajak dar/atau bukan obyek
pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undarigan perpajakan
daerah.

Surat Setoran [Pajak Daerah vang selanjutnya disingkat
SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak
yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau
telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui
tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan
besarnya jumlah pokok pajak yaing terutang.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang
selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan
pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak,
jumlah kreait pajak, jumlah kekurangan pembayaran
pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah
pajak yang masih harus dicayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan
yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah
pajak yang telah ditetapkan.

Surat Ketetapan Pcjak Daerah Nihil yang selanjutnya
disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan
jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidek
ada kredit pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang
selanjutnya disingkat SKPDI.B adalah surat ketetapan
pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran
pajak karena jumlah kredit pajak iebili besar dari pada
pajak yang terutang atau seharusnya tidal terutang.

Surat Tagihan Pajak Dacrah yang selanjutnya disingkat
STPD adalah surat untuk melakukan tagihian pajak
dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau
denda.




55. Jurusita Pajak adalah peiaksana tindakan penagihan

56.

57.

58.

59.

60.

61.

pajak yang meliputi penaginan seketika dan sekaligus,
pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan
periyanderaan.

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat Keputusan
yang membetuikan kesalahan teriulis, kesalahan hitung
dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan dalam
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang
tedapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetepan
Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan
Pajak Daerah Nihii, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih
Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan
rPembetuian atau Surat Keputusan Keberatan.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas
kebzratan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Surat Katatapan
Pajak Daerah Kurang Eayar Tambahan, Surat Ketetapan
Pajak Daerah Nihi!, Surat Ketletapan Pajak Daerah Lebih
Bayar atau terhadap pemctongan atau bemungutan oleh
pihak keliga yang diajukan Wajib Pajak.

Putusan Bandirg adalah putusain badan peradilan pajak
atas barding terhadap Surat Keputusan Keberatan vang
diajukan oleh Wajib Pajak.

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang
dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan
informasi  keuangan yang meliputi harta. kewajiban,
modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga
perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup
dengan menyusun laporan keuangan perupa neraca dan
laporan laba rugi untuk periode Takun Pajak tersebut.
Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun
dan mz2ngolah data, keterangan, dar/atau bukti yang
dilaksanakan  secara obyektif  dar  profesional
berdasarkan suatu standar pe.neriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah
dan/atau tujuan lain dalam rangka meleksanakan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah.

Penyidikan tindak pidana di bicang perpajakan daerah
adalah serangkaian tindakan yang  dilakukan oieh
Penyidik untuk mencari serta mengurnpulkan bukti vang
dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang
perpajakan daerah serta menemukan tersangkanya.




BAB Il
JENIS PAJAK

Pasal 2
Jenis Pajak Daerah dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas :
pajak hotel.
pajak restoran.
pajak hiburan.
pajak reklame.
pajak penerangan jalan.
pajak mineral bukan !ogarn dan batuan.
pajak parkir.
pajak air tanah.
pajax sarang burung walet.
pajak bumi dan bangunan perdesaari dan perkotaan.
bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

AT T T@ 00 o

BAB lil
PAJAK HOTEL
Bagian Kesatu
Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Pajak

FPasal 3
Dengan nama fajak Hotel dipungut pajak atas cetiap
pelayanan yang disediakan oleh Hotel.

Pasal 4

(1) Objek Pajak Hotel aaalah pelayanan yang disediakan
oieh hotel dengan permbayaran, termasuk jasa penunjang
sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan
kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga
dan hiburan.

(2) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet,
fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, restoran,
bar/karaoke, kolam renang, spa, massage dan fasilitas
lainnya.

(3) Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah:

a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh
Pemerint2h atau Pemerintah Daerah.

b. jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya.

c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan
keagamaan.

d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat,
panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya

Lo



yang sejenis. dan

€. jJasa biro perialanan atau perjalanan wisata yang
diselenggarakan oleh hotel yang danat dimanfaatkan
oleh umum.

Pasal 5
(1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan vang
melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan
yang mengusahakan hotel.
(2) Wajib Fajak Hotel adalah orang pribadi atau Bazn yang
mengusahakan hotel.

Bagian Kedua
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

Fasal 6
Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pernbayaran
dan pembavaran yang seharusnya dilakukan oleh konsumen
kepada hotel kecuali pembayaran yang dilakukan terhadap
yang dikerualikan dari objek pajak.

Passl 7
Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 8
Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dinitung dengan
cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalara pasal 7
dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud
dalam pasal 6.

BAB IV
PAJAK RESTCRAN
Bagian Kesatu
Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Pajak

Pasal 9
Dengan nama Pajak Restorar dipungut pajak atas setiap
pelayanan yang disediakan oleh Restoran.

Pasal 1
(1) Objek Pajak Restoran adalah setiap pelayanan yang
disediakan dengan pembayaran dan atau  jang
seharusnya dihayarkan di Restoran.
(2) Pelayanan vyang disediakan Restoran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1, meliputi pelavanan penjualan




makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh
pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan mauoun di
tempat lain.

(3) Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan vyang
disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak
melebihi Rp 1500000 -(Satu juta lima ratus ribu
rupiah)/bulan.

Fasal 11
(1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau nadan
yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran.
(2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan
yang mengusahakan Restoran.

Bagian Kedua
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 12
Dasar Pengenaan Pajak Resto.an adalah  jumlah
oembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima
Restoran.

Pasal 13
Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh
persen).

Pasal 14
Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang. dinitung
dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pas~! 12.

BA3V
PAJAK HIBURAN
Bagian kesatu
Nzina, Obyek, Subyek dan Wajib Pajak

Pasal 15 .
Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas setiap jasa
penyelengaraan hiburan.

Pasal 16
(1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan
Hiburan dengan dipungut bayaran.



(20 fiburan v gainiena dividksud paGa ayat (1) neclipeu

. tontonan film

. pagelaran kesenian, musik, tari

- pertunjukan kesenian rakyat/tradisional

. binaraga, dan sejenisnya.

. pameran.

sirkus, akrobat, dan sulap.

- permzinan bilvar, golf, dan boling.

. pacuan kuda, kendaraan bYermotor.

pusat kebugaran (fitness center).

- pertendingan olahraga.

. pagelaran busana, kontes kecantikan.
| diskotik, klab malam dan sejenisnya.
m.karacke.

n. panti pijat, refieksi, mandi uap/spa.
0. permainan ketangkasan.

(3) Tidak t=.masuk obyek pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) adalah pagelaran kesenian rakyat/tradisional
dalam rangka usaha pelestarian kesenian dan budaya
serta pag=iaran kesenian yang bernuansa keagamaan
(religiis).
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Pasal 17
(1) Subjek Pajak Hiburan adaiah crang pribadi atau badan
yang menikmati hiburan.
(2) Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan
yang menyelenggarakan hiburan.

Bagian Kedua
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 18
(1) Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang
yang aiterima atau yang seharusnya diterima oleh
penyelenggara Hiburan.
(2y Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan
tiket cuma-cuma diberikan kepada penerima jasa Hiburan.

Pasal 19
Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut :
a. toentonan film sebesar 20 % (du puluh persen);
\ b. pagelaran kesenian, musik, tari sebesar 10 % (sepuiuh

persen);

c pertunjukan kesenian rakyat/tradisional sebesar 10 %
(sepuluh persen),

d. binaraga. dan sejenisnya sebesar 20 % (dua puluh



persen);

e. pameran sebesar 20 % (dua puluh persen);

sirkus, akrobat, dan sulap sebesar 20 % ({(dua puluh

persen);

g. permainan bilyar, goif, dan bowling sebesar 20 % (dua
puluh persen);

h. pacuan kuda, “endaraan bermotor sebesar 30 % (tiga
puluh persen);

I pusat kebugaran (fitness center) setesar 20 % (dua puluh
persen);

J. pertandingan olahraga sebesar 10 % (sepuluh persen);

k. pagelaran busana, kontes kecantikan sebesar 10 %
(sepuluh persen);

I diskotik. klab malam dan sejenisnya sebesar 30 % (tiga
puluh persen);

m. karaoke sebesar 30 % (tiga puluh persen);

n. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa sebesar 30 % (tiga
puluh persen);

0. permainan ketangikasan sebesar 30 % (tiga puluh persen);

:

Pasal 20
Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung deagan
cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasa!l 18.

BAB VI
PAJAK REKLAME
Bagian Kesatu
i\ama, Objek Pajak dan Subjek Pajak

rasal 21
Dengan nama Pajzk Reklame dipungut pajak atas setiap
penyelengaraan reklame.

Pasal 22
(1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyeienggaraan
reklame.
(2) Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) meliputi:
reklame papan/biilboard/vidgeotron/megatron;
reklarae kain;
reklame melekat (stiker);
reklame selebarar,
reklame berjalan, termasux pada kendaraan,
reklame udara;
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Q. rexlame suara;
h. reklame film/slide; dan
I.  reklame peragaan.

Pasal 23

ldak termasuk sepagai objek Pajak Reklame adalah

a.

@]

d.

penyelenggaraan reklame mela..i internet, televisi. radio,
warta harien, warta mingguan, warta bulanan dan
sejenisnva;

label/merek produk yang melekat pada barang yang
diperdaganrgkan, yang berfungsi untuk membedakan dari
produk sejenis 'ainnya:

nama pengenal usaha atau profesi dise'enggarakan
sesllal dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal
usaha atau profesi tersebut;

reklane yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau
Pernerintah Daerah:

penyclenggaraan reklame lainnya antara lain mernajukan
budaya tradisional, pariwista, kegiatan cosial, partai politik.
keanqamaan dan hari besar niasional.

Pasal 24

(1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan

yar 3 menggunakan Reklame.

(2) Waib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan

yang menyelenggaraken Reklame.

) Dalam hai reklame diselenggarakan sendiri secara

'angsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak
Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut.

(4) Dalam hal Reklame viselenggarakan pihak ketiga, pihak

ketiga (ersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

Bagian Kedua
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 25

(1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa

Reklame.

(2) Nilai Sewa Reklame (NSR) sebagaimana dimaksud

pada ayat (1' dihitung berdasarkan pemasangan, lama
pemasangan, nilai strategis lokasi dan jenis reklame.

(3) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pribadi atau

badan yang memanfaatkan reklame untuk kepentingan
sendiri, maka Nilai Sewa Reklame dihitung berdasarkan
besarnya hiaya pemasangan, pemeliharaan, lama
pemasangan, nilai strategis lokasi dan jenis reklame.

(4) Dalam hal rekieme diselenggarakan cleh pihak ketiga,



maka Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
Cara perhitungan Nilai  Sewa Reklame (NSR)
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai
berikut
MSR = NJOPR + NSL

NJOPR = Nilai Jual Obyek Pajak Reklame, yang

dihitung berdasarkan :

« Biaya Pemasangan

+ Biaya Pemeliharaan

« Jangka waktu pemasargan

s Jenis yang dipasang

« Luas,Ukuran atau Jumlah

NSL = Nilai Swrategis Lokasl, ditetapkan dengan
prosentase b .rdasarkan iaktor-fakior :
o Lokasl
« Frekwensi lalu lintas orany atau
wendaraan

« Kelas Jalan
Hasii perhitungan Nilai Sewa Rekiame sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam bentuk tabel
dan ditetapkain dengan Peraturan Walikota.

rasal 26

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 259 (dua pulun lima
parsen).

Pasal 27

Besaran pokck Pajak Reklame yang terutang dihitung
dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksua dalam
Pasal 26 dengan dasar pengenaar sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25.

BAB Vil
PAJAK PENERANGAN JALAN
Bagian Kesatu
Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Pajak

Pasal 28

Dengan nama Pajak Penrerangan Jalan dipungut pajak atas
setiap penggunaan tenaga listrik.

Pasal 29

(1) Odjek Rajak Penerangan Jalan adalah penggunaan

tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun yang
diperoleh dari sumbei lain.




(2) Listrik vang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi seluruh pembangkit 'istrik.

Fasal 30

Dikecualikan  dari obyek  Pajak Penerangan  Jalan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) adalah :

d. penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan
Pemarritah Daerah:

b. pengginaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang
digunakan oleh kedutaan, konsu'at dan perwakilan asing
denyan asas timbai balik; dan

C. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan
kapusitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari
instansi teknis terkait.

Fasal 31

(1) Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau
badan yang dapat mengaunakan tenaga listrik.

(2) Wajib Pajak Penerangan Jaian adalah orang oribadi atau
badan yang menggunakan tenaga lisirik.

(3) Dalam hal tenaga listrik disediakar oleh sumber lain,
Wajib Pajak Penerangan Jalar adalah penyedia tenaga
listrik.

Pasal 32
Untuk pengaturan Pajak Penerangan Jalan di Daerah,
Pemerintah Daerah melakukan kerjacsama melalui Nota
Kesepakatan (MoU) dengan pihak PT.  PLN (Persero}
Wilayah Sumatera Utara Cabang Nias.

Bagian Kedua
Dasar Fengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 33
(1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nila;

Jual Tenaga Listrik.

(2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan sebagai berikut.

a. dalam hal tenaga listrik bera.al dari sumber lain.
dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalath
jumiah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan
biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam
rekening listrik; dan

b. dalam hal tenaga listrik dihasili.an sendiri, Nilai Jual
Tenaga Listrik  dihitung  berdasarkan Kapasitas
tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu
pemakaian listrik dan harga catuan listrik yang beriaku.




Pasal 34

(1) Tarif Pajak Penerangan Jaian ditctapkan sebesar 10%
(sepuluh persen).

(2) Penggunaan tenaga listrik dari sumbei lain oleh industri,
pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak
Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 3% (tiga persen).

(3) Penggunaan tenags listrik yang dihasitkan sendiri, tarif
Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1,5% (satu
koma iima persen)

Pasa' 35
Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang
dihitung dengan cara mer jalikan tarif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 34 dengan dasar pengenaan pajax
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

BASB Vil
PAJAK MINERAL BUKAN [LOGAM DAN BATUAN
Bagian Kesatu
Nama, Cbjek dan Subjek Pajak

Pasal 36
Dengan nama Pajak Mineral Buk~n Logam daan Batuan
dipungut pajak atas setiap kegiatan pengambilan bahan
mineral bukan logarn dan batuan.

Pasal 37
(1) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adaleh
Kegiatan Pengambilan Mineral Bukan Logam dan

Batuan.
(?) Cbjer Paiak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
antara lain:
a  ashes;
b, batu tulis;
c.  balu setengah permata,
d  oatu kapur;
€.  batu apung,
f. batu permata;
g. bentonit;
h.  dolomit;
I feldspar;
. geram batu (halite),
k. oiafit,
l.

granit/andesit;
gips;
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kalsit;

koalin;

leusit:

maqgnesit;

mika:;

marmer:

nitrat;

opsidien;

oxer,

pasir dan kerikir;
pasir kuarsa;
perlit;

phospat;

aa. talk;

bb. tanah serap (fullers earth);
cc. tanah diatome;
dd. tanan liat;

ee. tawas (alum);

N<xXxs<c—~ow-Saood

ff.  tras;

gg. vyarosif;

hh. zeolit;

ii.  basal;

J trakkit dan

kk. Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikecualikan dari objek pajak mineral bukan logam dan

batuen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:

a. kegiatan pengambila: mineral bukan logam dan
batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara
komersial seperti kegiatan pengambilan tanah untuk
keperluan rurrah tangga, pemancangan tiang
listrik/teiepon, penaraman kabel listrik/telepon,
penanaman pipa air/gas;

b. kegiatan pengambiian mineral btahan logam dan
batuan yang merucakan ikutan dari kegiatan
pertambangar lainnya, vang tidak dimanfaatkan
secara komersial,

c. Kkegiatan pengambilan mineral bukan logam dan
bantuan yang selanjutnya diatur dengan Peraturan
Daerah.

Pacal 38
Subjek Pajak Mineral Bukan Lcgam dan Batuan adalah
orang pribadi atau badan yang dapat mengambil
mineral bukan iogam dan batuan.
Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah
orang pribadi atau badan yang mengambil Mineral
Bukan Logam dan Batuan.




Bagian Kedua
Dasar Pengenaan, Tarif dan Gara Penghitungan Pajak

Pasal 29

(1) Dasar Pengenaan Pajak Minera: Bukan Logam dan
Batuari adalah Nilai Jual Hasil Pengamhilan Mineral
Bukan Logam dari Bawan.

(2) Nilai jual sebagaimana dimaksud nada ayat (1) dihitung
dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan
dengan nilai pasar atau harga sandad masing-masing
jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.

(3) Nilai Pasar sebagaimana dimaks.d nada ayat (2)
adalah harga rata-rata yang bzriaku di lokasi setempat
di wilayah daerah yang bercang«utan.

(4) Dalam hal ini pasar dari hasil produksi Mineral Bukan
Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) sulit diperoleh, digunakan harga <tandard yang
ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang
pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

frasal 40
Besarnya Tarif Pajak Mineral Buran Logam darn batuan
ditetupkan sebesar 25% (aua puluh lima persen), kecuall
pasir dan kerikil, batu-batuan dan tanah liat tarifnya
ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasai 41
Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan oatuan
dihitung dengan cara mengalikan tarf pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 40 dengan dasar pengenaan pajak
sebagaimana di maksud daiam Pasai 39

BAB X
PAJAK PARKIR
ttagian Kesatu
Nama, Obyek, Subyek den Wajib Fajak

Pasal 42
Dengan nama Pajak Parkir  dipungut  pajak  atas
penyelenggarasn tempat parkir.

Pasai 43
(1) Objek Pajak Parkir adalan penyelenggaraan tempat Parkir
di luar badan jalan baik yang disediakan berkaitan
dengan pokok usana maupun yang disediakan sebagai
suatu usaha, lermasuk penyediaan tempat penitipan




kendaraan termotor.
(2) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalan :
a. penyelenggaraan tempat parkir oieh Pemerintah dan
Femerintah Daerah;
b. penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang
har.ya digunakan untuk karyawannya sendiri: dan
c. penyelenggaraan tempat parkir oleh konsulat dan
perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaturan
objek parkir, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 44
(1) Subjek Pajax Parkir adalah orang pribadi atau Badan
yang melakukan parkir kendaraan bermotor.
(25 Waljib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang
menyelenggarakan tempat parkir.

Bagian Kedua
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

Pesal 45
(1) Dasar pengenaan Pajak  Parkir  adaiah  jumiah
pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada
penyelenggara tempat parkir.
(2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) termasuk pctongan harga parkir dan parkir .
cuma-cuma yang diberikan kepads penerima jasa parkir.

Pasal 46
Tarif Pajak Parkir diietapkan sebesar 30% (tiga puluh
persen).
Fasal 47

Besarnya pokok Pajak Parkir yang terutang dinitung dengan
cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46
dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 45.

BAB X
PAJAK AIR TANAH
Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 48
Dengan nama Pajak Air Tanah dipungut pajak atas setiap




pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 49
Objek Fajak adalah pengambilar dan/atau pemanfaatan
Air Tanah.
Dikecualikan dari obhjek Pajak Air Tanah adalah
pengambpilan dan/atau pemantaatan Air Tanah untuk
keperluan dasar rurmnah tangga, pangairan pertanian
dan perikanan rakyat, serta peribadatan.

Pasal 50
Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang
melakukan pengambilan  dan/atau  pemanfaatan  Air
Tanah.

Wajib Pajak adalah orang prioadi atau badan yang
melakukan pengambilan  dan/atau pemanfaatan  Air
Tanah.

Pagian Kedua
Dasar Pengenaan, Yarif dar Cara Penghitungan Pajak

Pasa! 51
Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Perolehan Air
Tanah.
Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud paca
ayat(1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan
memperumbangkan szbagian atau seluruh faktor-fakior
berikut :
jenis sumber air;
lokasi sumber air;
tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air:
voiume air yang diambil aan/atau dimanfaatkan;
kualitas air,
tingkatkerusakan lingkungan yang ciakibatkan oleh
pengampilan dan/atau pemanfaatan air;
g. musim pengambilar air; dan
n.  iuas areal tempat pengambilan air.
Harga Dasar Air secara periodik oleh Walikota
memperhatikan faktor faktor sebagaimana dimaksud
pada ayat (2).
Cara  menghitung  Nilai  Perolenan  Air  Tanah
sebagaimana dimaksud pada aya! (1) ada.ah dengan
mengalikan volume air yang diambil dengan Harga
Dasar Air.
Untuk mengetahui volume air yang diamoil dan/atau
dimunfaatkan secara objektif sebagaimana dimaksud
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pada ayat (2) huruf d. make  diwajibkan  untuk
menyediakan meteran air yang p2masangan  dan
pembiayaannya menjadi tangyung jawab Wajib Pajak.
Walikota melakukan Penerangan dan/atau penyegelan
atas meteran air sebagaimana cimaksud pada ayat (3).
Eesarnya Nilai Perolehan Air Tanal. sebagaimana
d'maksud pada ayat (1) ditetepkan dengan Peraturan
‘MMalikota.

Pasal 52
Tanf pajak Air Tanah diletapkar sebesar 10% (sepuluh
PErsen).

Pasal 53
Besaran Pokok Pajak Air Tanah yang terutang diritung
dengan cara mengaliken tanf sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 52 aengan dasar pengenaan pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 57

BAB Xi
PAJAK SARANG BURUNG WALET
Bagian Kesatu
Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Pajak

Pasal 54
Dengan nama Pajak Sarang Burung Walet dipungut pajak
atas pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung
walet.

Pasal 55
(1) Objek Sarang Burung Wal~t adaiuin pengambilen darvatau
pengusahaan Sarang Burung Walet
() Tidak terrnasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah
a. penganbilan Sarang Burung Walet vyang telah
dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
b. kegiatar. pengampoilan dan/atau pengusahaan Sarang
Burung ‘Valet lainnya ditetapkan dengan Peraturan
Caerah.

Pasal 66
(1) Subjek Pajak Saranyg Burung vvValet adalah orang pribadi
atau badan yang melakukan pengambilan dan Atau
mengusahakan Sarang Burung Walet.
(2) Wajib Pajak Sarang Bururg Walet adalah orang pribad
atau hadan yang melakukan pengambilan dan/atau




mengusahakan Sarang Burung Waler.

Bagian Keaua
Dasar Pengenean, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 57

(1) Dasar Pengenaan Pajak Sarang Burung Walet aaalah
Nilai Jual Sarang Burung Walet.

(2) Nilai jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dihitung berdasarkan erkalian antara harga
pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku
dengan volume hasii Sarang Burung Walet.

Pasal 58
Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10 %
(sepuluh persen) dari harga jual produksi.

Pasal 59
Besaran pokok pajak Sarang Burung Walet yang dinitung
dengan cara mengalikan tarif sebagimana dimaksud dalam
Pasal 58 dengan dasar pengenaan pajak sehagaimana
dimaksud dalam Pasal 57.

BAB Xil
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN
Bagian Kesatu
Naimia, Objek dan Subjek Pajak

~asal 60
Dengan numa Pajak Burni dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan dipungut pajak bumi dan/atad bangunan yang
dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orarg pribadi
dan/atau Badan, kecuali kawasar yang digunakan untuk
kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

Pasal 61

(1) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan adalah Bumi dan/atau Banguran yang
dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oieh orang
pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan
untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan
pertan:bangan.

(2) Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah :
a. Jjalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks



(2)

banauiii sey e .
yorng i dkat Sdaw neod tuali detigail Kompleks
bangunan tersebut:

jalan tol:

kolam renang;

pagar mewah;

tempat clahraga;

galangan kapal, dermaga;

taman mewah,

fernpat penamoungan/kilang minyak. air dan gas,

pipa minyak: dan

. menara.

Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajax Bumi dan

Bangunan Perdesaan dan Perkotean adalah objek

pajak vang :

a. digunakan oleh Pemerintah dan Daerali untuk
penyelenggaraan pemerintohan:

b. digunakan semata-mata untuk melayani
kepentingan umum di bidang ibadah, sosicl
Kesehatan, perdidikan dan Kebudayaan nasional,
vang ticak di maksudkan untuk  memperoleh
kKeuntungan;

c. digunakan untuk Kuburan, peninggalan purbakala
atau yang sejenis dengan itu;

4. nerupakan hutan lindung, hutan suaka alam. hutan
wisata, taiman nasional, tanah pengermbalaan yang
dikuasal vieh desa dan tanah negara vang belum
dibebani suatu hak;

e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat
berdasarkan atas perlakuan timbal balik'dan

f.digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga
internasionial yang ditetapkan dengan Peraturan
Menteri Keuangan.

Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak

ditetapkan sebesar Rp10.000.0C0,00 (sepuluh juta

rupian) untuk setiap Wajib Pajak.
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Pacal 62

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan can
Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yarg
secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau
mempeioleh manfaat atas Bumi dan/atau memiliki,
menguasai  dan/atau  mempercieh  manfaat atas
Bangunan.

Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Peruesaan dan
Perkotaan acalah orang pribadi atau Badan yang
secara nyata mempunyai suatu nak atas Bumi dan/atau
memperoleh manfaat alas Bumi dan/atau memiiiki,



menguasal  dan/atau memperoleh  manfaat  atas
Bangunan.

Bagian Kedua
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

fPasa!l 53

(1) Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan adalah NJOP.

(2) Besar NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di
tetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak
tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesual dengan
perkembangan wilayan.

(2) Fenetapan besainya MNJOP sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Wali-.cta.

Fasal 64
Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Percesaan dan Perkotaan
ditetapkan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen).

Pasal 65
Besaran Pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaun yang terutang ditutung dengan cara mengalikan
tanf szragaimana dimaksud dalam Pasal 64 dengan dasar
pengenain pajak sebagaimana dimaksud dalam Fasal 63
ayat /1) setelah dikurang: Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena
Pajal: sebagaimana dimaksud dalam Pasal 671 ayat (4]

Pasal 66

(1) Pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP.

(2) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) narus diisi
dengan jelas benar darn lengkap serta ditandatangani dan
diserahkan kepada VYvalkota selambat-lambatnya 30 (tga
puluh) hari kerja seielah diterimanya SPOP oleh Subjek
Pajak.

Pasal 67
(1) Bercasarkan SPOP, Walikota menerbitkan SPPT
(2) Walikota dapat mengeluarkan  SKPD - dalam hal-hal
sebagal berikut:

a. SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasa 66 ayat
(2) tidak disampaikan dan setelah wajib pajak ditegur
secara tertulis oleh Walikota sebagaimana ditentukan
dalam surat teguran,

b. berdasarkan hasil perneriksaan atau keterangan lain
ternyata jumlah paiak yang terutang lebih besar dari
jumlah pajak yang dihitung bherdasarkar SPOP yang




disampaikan oleh wajib pajak.

BAE Xl
PAJAK BEA PERCI.LEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN
Bagian Kesatu
Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Pajak

Pasal 38
Dengan nama Bea Pero'ehan Hak Alas Tanah dan Bangunan
dipungut pajak atas peroiehan hak atas tanah dan/atau
bangunan.

Pasal v9
(1) Objek Pajak Bea Ferolehan Hukh Atas Tanah dan
Bangunan adalah p=rolehan hak atas tanah da'/ atau
bangunan.
(2) Perolehan hak atus tanah dan/ atau Bangunan
sebagaimana dimaksud nada ayat (1) meliput
a Pemindahan hak karena

1. jual bel;

2. tukar menukar;

3. hibah,

4. hibah wasiat;

S warls;

6. pemasukan dalam peoseroan  atad  badan
hukum lain;

7. pemisanan hak yang mengakinatkan peralil.an,

8. penunjukan pembeli Jdalam lelang;

9. nelaksanzan pulusan hakim yang mempunyai

kekuatan hukun tetan;
10, penggabungan usaha,
11, peleburan us.ha;
12, pemekaren usaha; atau
3. hadiah.
b. Pemberian hak baru karera
1. kelanjuian pelepasan hak; atiu
2. diluar peiepasan hak.
(3) Hak atas tanah sebagairnaria dimaksud p.:da ayat (1)
adalah:
hak milik;
hak guna usaha;
ha< guna banguran,
nak pakai;
halk milik atas satuan rurmah susun; dan
hak pengeiolaan.
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(4) Objzsk pajak vang tidak dikenakan Bea Perolenan Hak
atas Tanah dan Bangunan adalah objek pajak yang
diperoieh: ,
a. wverwakilan diplomatik dan <cnsulat berdasarkan

asas perlakuan timbal balik;

b. negara/caerah untuk penyelenggaraan
pemerintahan dar/ atau untuk  pelaksanaan
pembangunan guna kependngan umum;

c. badan atau perwakilan lembaga internasional yang
citctapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan
dengan  syarat tdak  menialankan  usaha atau
melakukan kegiatan lain ailuar fungsi dan tugas
badan atau perwakilan organizasi tersebut;

d. orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau
karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya
peitbahan nama;

e. orang pribadi atau Badan karena wakaf, dan

orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk

kepentingan ibadah.

—

tasal 70
(1) Subjek Pajak Bea Perolehan RHak atas Tanah dan
Bangunan adalah orarg pribad: atau Badan yang
memperoleh Hak atas Tarah dan/ atau Bangunan.
(2) Wajib Pajak Bea Perolehan Hak aias Tanah dan/atau
' Bangunan adalah orang pribadi atau tadan yang
memperoleh Hak atas Tanah dan‘atau Bangunan

Bagian Kedua
Dasar Pengenaan,Tarif Dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 71
(1) Dasal pengenaan Bea Pe olehan Hak atas Tanah dan
Bangunan adalah Nilai Perolehan Objek Pajak.
(2) Nilai Perolehan Objek Pajak sevbagaimana dimaksud
pada ayat (1), dalam hal:
jual beli adalah harga transaksi,
tukar menukar ad=lah nilai pasar;
hibah «dalah nilai pasar,
hibah wsiat adalah nilai pasar,
waris adalah nilai pasar,
pemasukan dilam perseroan aiau badan hukurn
lainnya adalah nilai pasar,
g. pemisahan hak yang mengakipatkan peralihan
adalah nilal pasar,
h. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim
yang mempunyai kekuatan nukum tetap adalal nilal
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pasar;
pemberian hak baru ates tanah sebagai kelanjutan
dari palepasan hak adalah nilai pasar;
pemberian hak baru atas tanah diluar pelepasan
hak adalah nilai pasar;
penggabungan usana adalah nilai pasar;
peleburan usaha adalan nilai pasar;

. pemekaran usaha adaiah nilai pasar;
hadiah adalah rilai pasar; dan/atau
Jenunjukan pemoeli dalam lelang adalah harga
transaksi yang tercantum dalam rise!ah lelang.

(3) Jika Niiai Perolehan Objek Fajak ~ebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf o
ticak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang
digunakan dalam pengenaan Fajak 3umi dan Bangunan
pada tahun terjadinya perolehan dasar pengenaan
yarig dipakai adalan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.

(4) Penctapan NJOP sebagaimana dimaksud dalam ayat
(3) wiatur lebih lanjut Peraturan Walikota.

(5) Besainya Nilai Perolehan Objex Pajak Tidak Kena Paiak
ditetapkan sebesar Rp 50.000.060,00 (enam puluh juta
rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

(6) Dalam ral peroiechan hak karena waris atau hibah
waslat yang diterima orang pribadi yang masih dalam
hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan
lurus satu derajat keatas atau saru derajat ke bawah
dengan pernberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, Nilai
Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan
sebesar Rp 300.000.0C00,00 (tiga ratus juta rupiah).

—
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Pasal 72
tanf Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 73
Besaran pokok Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan
tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dengan dasar
pengenaan pajak sepagaimana dimaksud dalam Pasal 71
ayat (1) setelah dikurangi Nilai Perolehari Objek Pajak Tidak
Kena Pajak sebagcimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (5)

Bagian Ketiga
Saat Pajak Terutang

: Fasal 74
(1) Pajak terutang Bea Perolehan Hak atas Tanan dan




—
—
~——

Bangunan ditetapkan untus

a

b,

[®)

m

n.

0.

jual  beli  adalah  <egjak  tanggal  dibuat  dan
ditandatanganinya akia

tukar menukar adalah sejak tanggai dibuat dan
ditandatanganinya axta,

hibah  adaiah sejak  tanggal  dibuat  dan
ditandaianganinya akta,

hibah wasial 2dalah sejak tanggal dibuat dan
ditandatanganiya akia,

warls adalah sejak tanggal yang bersangkutan
mendatarkan peraiinan haknya ke kantor bidang
pertanahan,

pemasukan dalam perseorangan atau padan hukum
lamnya adalah  sejak tanggal  dibuat dan
ditandatanganinya akta,

pemisahan hax  vang mengakibatkan  peralihan
adalal, sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinye
akta,

putusan hakim adalah sejax  tangeal  putusan
pengadian yang mempunyar kekuatan hukum yang
etap,

pemberian hak paru atas Tanah sebagal Kelanjutan
dart  pelepasan  hak  adalabh sepae tanggal
diterbitkannya surat keputusan pemberian hak,
pembenan hak baru diluar peiepasan nak adalah
sejak  tanggal  diterbitkannya  surat keputusan
permberian hak,

Dengdandnygan usaha acaiah sejak tanogal dibuat
dan ditandatanganinya akta,

peleburan usana adalah sejak tanggai dibuai dan
ditandatanganinya akta,

pemekaran usaha adalah serax tanggal dibuae dan
ditandutanganinya wkta:

hadian  adelah  sejak  tonggal  diouat  dan
ditan~atanganinyu akta,dan

lelang adalah selak tanggal penunjuran pemenang
lelanyg.

Pejak yang tzrutana harus didunasi pada saat terjadinva
pe olehan hak sebagaimana dimeasud paca ayat (1)

Bagian neempat
Ketertuarn Bayi Pejabat

Fasal 75

Pejabal Pembuat Axta Tanah / Notars hanya dapat
menandatangani akta nemindahan Haic atas Tanah dan

/ atau Langunan setelah Wajio Pajak menyerahkan bukt
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(3)

pembavyaran paiak berupa SSPD.

Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang
Negara hanya dapat menancatangani risalah lelang
Perolehan iHak atas Vanan dan / atay Bangunan setelah
Wajib  Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak
berupa SSPD.

Kepala Kantor Bidang  Pertanahan hanya dapat
melakukan  pendaftaran Hak atas  tanah  atau
Pendaftaran Peralinan Hak atas Tanah setelah Wajib
Pajak menyerahkan ki pembayaran pajak berupa
SSPD.

Pasa' 76

Pejabat Perbuat Akta Tanah / Notaris dan Kepala
Kantor yang membidangt  pelayanan lciang negara
melaporkan  pembuatan  aktg alau  risalah  lelang
Perolehan Hak atas Tanab dan /atau Bangunan Kepada
Walikota paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan
berikutnya

Ketentuar lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan
bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diatur dengan Peraturan Walikota.

, Pasal 77
Pejabat Pembuat Akta Tanah ; Notaris dan Kepala
Kantor yang membidangi pelavanan lelang Negara,
yang melarqggar keteniuan sebagaimana  dimaksu:!
dalam Pasar ayat (1) dan avat (2) dikenakan sanksi
administratif Lerupa  denda sehesar Rp7.500.000,-
(twuh juta lima  ratus ribu  rupiah)  untuk selep
pelanggaran.
Pejabat Pembuat Akte Tanah / Notaris dan Kepala
Kanwr yang membidangi pelayanan lelar g Negara,
yany melanggar  etentuan sebagaimana  dimarsud
dalam Pasal 76 ayat (1) dikenakan sanksi adininistratif
beruva denda sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima
puluh  ibu Fupian) unwih setiap laporan dan derda
dimaksud disetor ke Kas Daerah.
Kepdla Kantor Bidang Pertanahan yang melanggar
Ketentuan set:agaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat
(3) dikenakan sanksi  sesuai dengan  ketentuan
peraturan perundang-undangarn.



BAFR Xi
PEMUNGUTAN PAJAK
Bagian Kesatu
Wilayah Pecmungutan

Pasal 78
Pajak Holel. Pajak Restoran. Pajak Hiburan, Pajak Reklame,
Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan, Pajak Parkir, Pajak Al- Tanah, Pajak Sarang Burung
Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
dan Bea Peroighan lHak Atas Tanah dan/alau Bangunan
yarg terutang dipungut di wilayah Daerah.

Bayian Kedua
Masa Pajak, Saat Pajak Terutang dan Surat
Femberitahuan
Pajak Daerat

rasal 79

Masa Pajax Hotel, Pajak Restoran, Pajak Fiburan, P 2jak
Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan
Legam dan Batuan, Fajak barkin Pajak A Tanah, P ajak
Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan
dan Perkctaan dan Bea Perolenan Hak Atas Tanah dan/atau
Bangunan adalah jangka wariu ,ang lamanya 1 (sat) butan
Kalender.

Pasal 80

“ada Pajak Hotel, Pajak Rectoran, Pajak Hiburan, Pajak
Penerangan Jalan, Paakh Mineral Buxkan Logam dan
Batuan, Pajak Parkir, i-ajak Sarang Burung Walet dan
Pajak EPHTB, maka Pajak vang terutang daiam masa
pajel terjadi pada saut pelayanan di hotel peiayanan di
restoran, penyelengqgaraan hiburan, penggunaan tenaga
listrik, pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
pelayanan penyelenggaraan tempat parkir, pengambilan
dan/atau  pengusahaan sarang  burung  walet  dan
perolehan hak atas tanah dan atau banyunan

Pada Pajak Rcklame Pajak Air Tanah dan Pajak PRB
Perdesaan dan Perkotaan, maka Pajak yang teratang
dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan
reklame, pengambilan air tanan, dan pemanfaatan atac
gangunan.

Pasal 81
(1) Tahun Paiak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan
Perkotaan adalah jangka waktu 1 (satu) tehun kalendel



(2) Saat penentean © oL

dan Parkotaan terutang adaiah tienurut keadaan objek
pajak pada tanggal 1 Januari

Pasal 82

(1) Setiap waj'b pajak wajih mengisi SPTPD.

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi
dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani
oleh Wajib Pajak atau oranq yang diberi kuasa olehnya.

(3) SPTPD  sebagaimana  dimaksud pada ayal (2)
disampaikan ke Dines  Pendapatan  frengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah paling lama 15 (lima belas)
hari setelah beraknirnya masa pajax.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengerai bentuk, 1si dan tata cara
pengisian SPTPD ditetapkan dengar Peraturan Walikota

Bagian Ketiga
Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Pajak
Pasal 33
Dalam pemeriksaan pembukuan perpajasan dain kegiatan

auditing, Walikota dapat menunjuk Konsultan Pajak/Auditor.

Pasai 44

(1) Pemungutan FPajak Daerah tidak depat diborongkan.
(2) Jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan
Kepala Daerah adalan:
a.  pajak air tanah:
b, pajak rek'ame.
c. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
(3) Jenis pajak yang divayar sendiri oleh Wajib Pajk

adalah:

a. pajak hotel:

pajak restoran,

pajak hinuran;

pajak penerangan jalan;

pajak mineral bukan jogam dan batuarn:
pajak parkir

pajak sarang burung walet.

bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
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Pasal 85
(1) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpaiakannya
dengan penetapan Wailkota sebagiimana dimaksud
dalam Pasal 82 ayat (2) dibayar berdasarkan SKFD atau
dokumen lain yang dipersamakan.
(2) Dokuren  lain yang  dipersamakan  sebagziinana




dimaksud pada ayat (1), berupa karcis dan  nota
pernitungan.

(3) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
atau kurang bayar setclah lewat waktu paling lama - 30
(tiga puiuh) hart sejak SKPD diterima. dikenakan sanksi
aaministrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen)
sebulan dan ditagih dengan nienerbitkan STRPD.

(4) Wajib - Pajigk  Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan wajib mermpayar pajak terwiang berdasarkan
SPPT.

() Ketentuan lebih lanul mengenal tata cara penetapan
pajak diatur dengean Paraturan Walikota

fPasal 86
Wajih  pajak  yang  membayar  sendin SPTRD
sebagaimana dimaksud daiam Pasal 82 aigunakan untuk
mempeaerhitunokan  dun menetapkan pajak sendin yang
lerutanyg.
Sclampat-lambatnya dalam jangka waktu 5 (hrmaj tahun
sesudan  saat  terutangnya pajak. Walkoto dapat
menerbikan:
a  SKPDKB dalam hal
1. jika  berdasarkan  hasil pemenksaan o atau
ceterangan lam, pajak yang erutang tiaak atadu
Kurang dibayar

Jika SPTRPD ndak disampaikan kepada Walikota

—
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1)

dalam jang<a wohkli 15 (hina belas)y han dan
setelah ditegur secara terlulls tdale disampaikan
pada waktunya sebagaimana  dilentukan  dalam
surat teguran
SopKa Kewajnban  nengist SETFD S naak diperna,
pajax yong terutang dinitung secara jabatan,
o SKIMDKBT  jika ditemukan data pare dan/atau data
vang s=mula belum terunglap vang menyebabkan
pzrambahan jumiah pajek yang terutang.
SKPDON jika Jumlah pajak yarg terutang sama
besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak udak
terutang dan tidak ada kredit pajak

O

Pasal 87
(1) Ketentoan lebih lanjut mengenai tata cara pencrbitan
SPTRD, SKPDKB, SKPOKBT diatur dengan Feraturan
Walikoa.
[2) Ketentuan lebih lanjut imengenar tata cara pengisian dan
penvampaian SPTPD, SKPDKB dan SKPDKBT diatur
dengan Peraturan Walixota,




Fasa! 88

(1) Walikota dapat menerbitkan STPD jika :

a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar.

b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan
pembavaran sebagai akibatl saiah tulis dan/atav salah
hitung.

C. wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa
bunga dan/atau denda.

(2) Jumlah kekurangan pajak yang lerutany dalam STPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b
ditarnt ah - dengan sanksi administratif bcrupa bunga
sebacar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama
15 (lima belas) bulan sejak terutangnya pajak.

(3) Ketentuan lebin lanjut mengenai bentuk, isi dan ta@ cara
penyampaian  STPD  ditetapkan  dengan  Peraturan
Walikota.

Pasal 89

(1) Sistem dan prosedur pemungutan BPHTB diatur lebin
lanjut dengan Peraturan Walikota.

(2) Peraturan Walikcta sebagaimana dimaksuc pada ayat {1).
meliputi pengurusan data, pemindahan hak. pembayaran.
penelitian SSPD, pendaftaran akia, pelaporan, penagihan
dan pengurangan.

Bagian Keempat
Tata Cara Pembayaran dan Penagihan

Pasal 90
Walikota menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran
dan penyetoran Pajak yang terutang paling lama 30 {uga
puluh) hari kerja sewelah saat terutangriya pajak.
SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Stirat Keputusan
FPembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan
Banding. yang menyebabkan jumlah Pajak yang haius
dibayar bertambah merupakan dasai penagihan pajak dan
harus dilunasi dalam jangka waklu paling lama 1 (saiu)
bulan sejak tanggal diterbitkan. .
Walikota atas permononan Wajib Pajak setelah memenuti
persyaratan  yang  ditentukan  dapat = memberikar
persetujuan kepada Wajib Pajak untuk miengangsur atau
menunda pembayaran pajak dengan dikenakan - bunga
sebesar 2% (dua percer.) sebulan.
Ketentuan lebih lanjut menyenai tata cara pembpayaran,
penyetcran, ternhat  pembayaran, angsuran  dan
penundaan pembayaran pajak diatur aengan Peraturan
Walikota



Pasal 91

(1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPDRDKB, SKIDKRBT,
STPD, Surat Keputusan Pemt etuian, Surat Keputusan
Keberatan dan Putusan danding yang tdak atau kurang
dibayar oleh Wajib Pajak pada wakiunya dapat ditagih
dengan Surat Faksa.

(2) Penagihan  Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan
beraasarkan Peraturan Perundang-undangan,

Bagian Kelima
Keberatan dan Banding

Pasal 92

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada
Walikota atau rejabat yanyg antunjuk atas suatu

SKPDKHB.

SKPDKBT.

EKPDLB.

SKPDN: dan

Femotongan  atau pemungulan olen  pihak  ketiga

berdasarkar peraturan perundang-undangan

perpajakan daerah yang berlaku.

(2) Keberatan  diajukan  secara  teltulis dalam  bahasa
indonesia dengan diseta dengan alasan-alasan yang
jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama
3 (tiga) bulan sejak ianggr! surat, tanggal pemotongan
atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
kecuali Jika Wajib Pajax dapat menunjukkan yang, bahwa

jangka waktu itu tidzk dapat dipenuhi karena keadaan
diluar kekuasaannya.

(4) Keberatan dapat  diajukan apabiia Walb  Pajak telah
membayar paing sedikil sejumliah yang lelah disetujui
Wajib Pajak.

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sefagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4)
tidak dianggap sebagai surat keberatan seningga  tidak
dipertirnbangkan.

(6) Tanda perierimaan surat keberatr yang diberkan olen
Walikota atau pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman
surat keberatai melalui surat pos tercatat sebagai tande
bukti penerimaan surat keberatan.

a0 oo

Pasal 93
(1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas)
bulan sejah tanggal surat keberatan diterima, harus
memper keputusan atas keberatan yang diajule n.







(2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat  berupa
menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atat
menambah besarnya pajak yang terutaing

(3) Acabila jangka waktu sebagaimana dimaksud paca ayat
(1) telah lama dan Walkota tidak memben suatu
keputusan, keberatan yang diajukan tersebu’ dianggap
dikabulkan.

Pasal 94

(1) Wajib Pajak dapat mengajuker: permohonarn banding
hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan
mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Walikota.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan
alasan yang jeias dalani jang<a wektu 3 (tiga) buian sejak
Keputusan diterima, dilarnpiri salinan dari surat keputusan
kebei~tan tersebut.

(3) Pengajuan nermohcnan bandiny menangg ihkan
Kewajiban mempayar pajak sampal aengan 1 'satil) bulan
seiak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 95

(1) Jika pengajuan keberatan atau permohunan banding
dikab ilkan  sebagian  atau  seiuruhnya,  keiebihan
pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan
bunge sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama
24 (due puluh empat) bulan

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud paca ayat (1)
dihitung  sejak  buian  pelunasan  sampal dengan
dgitertitkannya SKPDLB.

(3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan
sebaglan, Wajib Pajak duienar sancsi adimirstrauf berupa
denua sebesar 50% (iime pulub persen) cari jumiah pajak
berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak
yai.g telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

(4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan perinchonan banding,
sanksi administratif bertipa denda sepesar 507 (lima puluh
persen) sepagaimana amaksud pada ayat (3) tdak
dikenakan.

(5) Dalam ha! permohonan bar.ding ditolak ateu dikabulkan
sebagian, wajib Pajak dikenal sanksi admistratf berupa
derda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlan pajak
berdasarkan  Putusan  Banding  dikurang  dengan
pernbayaran  pajak  yang telash  dibavar  sebelun
mengajuxkan keperatan




Bugian Keenam
Pemberalan, Pembatalan, Pengurangan Ketetaparn dan
Penghanusan aiau Pengurangan Sanksi Administratif

Pasal 96

(1) Atas Permechonan Wajib Pajak atau karena Jjabatannva,
Walikota dapat membetulkan SKPDKB. SKPDKRT atau
STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya
terdapat Kkesalahan tulis dan/atau  kesalahan hitung
dan/atau kekelirian pererapan ketentuan tertentu dalam
peraturan perundang-undangan pernajakan duerah.

(2) Walikota dapat :

a. mengurangkan atau mengnapushan SANKsI
administratii berupa bunga, denda carn kenaikan pajak
yang terutang menurut peraturan perundang-undangan
perpajakan  daerah, daiam  bal  sanks  lersebut
dikenakar, karena kekhilafan Vwajio Feajak atau bukan
Karena kesalahannya.

b. mengurangkan atau  membatalkar SOPT SKPD
SKPDKB, SKPDKRT atau  STPLR. SKPON  atau
SKFDLB yang ticak benar

C. mengurangkan atau membatatkan S100,

d. membatalkan hasil pcemeriksaan atau Keletapan pajak
yang diiaksanakan atau diterbitkan tdan sesua; dengan
tata cara yang ditentukan.

€. menrgurangkan ketetapa pajas terutany verdasarkan
pertimbangan kemampuan menmbayar Wajib FPajak atal
Kondisi tertentu objek pajak.

(3) Ketentuar tebih lanju Mengenal tats cara pengurangan
atau penghapusan sanksi administratif aan pengurangar:
atau - pembatalan  ketetetapan  palak selacammani
dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraiiran Vielikots

BAB XV
KADALUARSA PENAGIHAN

Fasal 97

1ak  untuk  melakukan  peragihan pajak  menjac
edaluwarsa setelah melampaul jangka waktu 5 (lima)
tahun terhitung sejak terutangnya pajak. kecual; apabila
wajib pajak melakukan tindak piduna dibidang perpajaken
daerah.
) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tertanyguh avabila :

a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa: atau
b. pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baix \angsung

—
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(9) Laiam nai aterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa
sebagaimana dimaksud pada ayat  (2)  huruf  a.
kedaluwarsa  penagihan  dihitung  sejak tanggal
penyampaian Sural Paksa tersebu.

(4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib pajak dergan
kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang paja
dan belum mealunasinya kepaua Pemerintah Daerah

(5) Pengakuan utang secaia tidak langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) nuruf b dapal diketahui dari
pengajuan permohonan angsuran  atau  penundaan
pembayaran dan pzrmohonan keberatan oigh wajib pajak

Pasal 98

(1) Plutang Pajak yang tidak mungkin ditagin lagi karena hak
untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat
dihapuskan.

(2) Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dilakukan oleh Walikota.

(3) Ketentuan lehih lanjut mengenai tata cara penghapusan
plutang Pajak  yang sudah kedaluwarsa dic wir dengan
Pera’iiran Walikota.

BAB XVi
SANKSI ADMINISTRATIT

Pasal 99

(1) Jumich  kekurangan pajak  terutang dalam  SKPDKB
sebacaimana dimaksud dalam pasal 86 ayat (2) huruf a
angka 1 dikenakan sanksi administratif berupa bunga
sebescr 2% (dua persen) sebulan dinitung dari pajak yang
kuranyg atau terlambat ditayar untuk jangka wiklu paling
lama 24 (dua puluh empat) buian dihitung sejak seat
terttangnya pajak.

(2) Juniah kekurangan pajax yang teidtang dalam SKPDKBT
sebagaimana dimaksud Jdalam pasal 86 ayat (2) huruf b
dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar
100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak
tersebut.

(3) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada wvat (2) tidak
dikenakan jika Wejib Pajak melaporkan sendiri sebelum
dilakukan tindakan pemeriksaan.

(4) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKE sebagaimana
dimaksud pada pasai 86 ayat (2) huruf a angka 3
dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar



(1)

(2)

)

(1)

(2)

(4)

25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah
sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua
persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau
terlambat cibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua
puluh empat) buian dihitung sejak saat terutangnya pajak.

BAB XVI!
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 100
Instansi yang melaksanakan pemungutan atas jenis-
lenis pajak daerah dapat diberi insentif atas dasar
pencapaian kinerja terlentu.
Pemberian insentif sebagaimana dimaksud paca ayat
(1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian
dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota dengan
berpedoman kepada Peraturan Pernerintah.

BA3 XVill
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 101

Setiap pejabat dilarang memberi.ahukan kepada pihak

lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan

kepadanya cleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau
pekerjaannya untuk menjalankan kctentuan peraturan
perundann-undangan perpajakarn dae.ah.

lL.arangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku

juga terhadap tenaga ahli yang citunjuk oleh Walikota

untuk  membantu dalem pelaksanaan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Dikecualika,i dari ketentuan sebagaimana .dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:

a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai
saksi atau saksi ahli dalam sidan¢ pengadilan.

b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh
Walikota untuk memberikan keterangan kepada
pcjabat lembaga Negara atau instansi Pemerintah
vang berwenang melacukan pemeriksaan dalam
bidang keuangan daerah.

Untuk kepentingan Daerah, Walikota berwenang




memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana
d:maksud pada avat (1) aan tenaga ahli sebagaimana
cdimaksud pada ayat (2) agar memberikan keterangan,
memperhatikan bukti tertulis dari atau tentang Wajib
Paiak kepada pinak yang diwunjuk.

(5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam
perka-a pidana alau perdata, atas permintaan hakim
sesuai dengan Hukurn Acara Pidana dan Hukum Acara
Perdata, Peraturan Walikota dapat memberi izin tertulis
kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis
dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.

(6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
harus menyebutkan nama tersangka atau narna
tergugat, keterangan yang dim'nta, serta kaitan antara
perkara pidana atau perdata yanyg bersangkutan dengan
keterangan yang diminta.

BAB XIX
PENYIDIKAN

Pasal 102
(1) Pejabat Pegawai Negen Sipii tertentu di lingkungan
Pernerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagal
penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di
bidany perpajaxan daerah sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Huikum Acara Pidana.
(2) Penyidik sebagaimara dimaksud pada ayat (1) adalah

pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan
Pemerintahan Daerah yang diangkest oleh pejabat yang
berwenang  sesuai  dengan  ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah:

2 menerima. mencari, men¢impulkan dan  meneliti
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak
pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan
atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.

b. menerma, mencari dan mengumpulkan keterangan
mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran
perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak
pidana perpajakan daerah.

c. meminta keterangan dan bahan buikti dan orang pribadi
atau badan sehubungan dengan tindai pidana di
bidang perpajakan daerah.



d. memeriksa buku, cataian dan dokumen lain berkenaan
dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.

e. melakukan penggeledahan untux mendapatkan bahan
bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta
melakukan penyitaar terhadap bahan bukti tersebut.

f. meminta baniuan tenaga ahii dalam rangka
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang
perpajakan daerah.

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa.

h. memotret seseorang yang berkaitan dergan tindak
pidara perpejakan Daerah.

i. memanggil orang untuk Jidengar keterangannya dan
diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

J. menghentikan penyidikan; dan/atau

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4)  Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memberitahukan dimulainya penyidikan dan
menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut
Umum melalui Penvidik Pejabat Polisi Negara Republik
Indonesia, sesuai dengan ketentuan yar.g diatur dalam
Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 103

(1) Wajib  Pajak  yang  karena  kealpaannya tidak
menyampaikan SPTPD atau mergisi dengai: udak benar
atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang
tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu)
tahun atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak
terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(2) Wajib Pajak yang dengan sengasja tidak menyampaikan
SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak
lengkap atau melampirkar keterangan yang tidak benar
sehingge merugikan keuangan daerah dapat dipidana
dergan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau
denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak vang
terutang yang tidak atau kurang dibayar-.



Pasal 104
Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dituntut
setelah melampaui jangka waktu 5 (iima) tahun sejak saat
terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau
berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirmya Tahun
Pajak yann bersangkutan.

Pasal 105

(1) Peiabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota yang
karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban
merahasiakan hal sebagaimana dimzksud dalam Pasal
101 ayat (1) dan ayat (2) dipidara deagan pidana
kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda
paling banyak Rp 4.000.000,00 (erapat juta rupiah).

(2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota yang
dengan sengaja idak mementhi Kewajibannya atau
seseorang  yang menyebabkan tidak  dipenuhinya
kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal
101 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 2 (dua) wahun dan pidana derda
paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 106
Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dan Pasal
105 ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan Negara.

SAB XXI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasai 1C7
ada saat Peraturan Dae-ah ini perlaku, pajak terutang yang
ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat
il Nias Nomor 03 Tahun 1958 tentang Pajak Hotel dan
Restoran, Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat Il Nias
Nomor 04 Tahun 1998 tentang Pajak Fengambilan dan
Pengoiahan Bahan Gaiian Gclongan C, Peraturan Daerah
Kabupaten Tingkat Il Nias Nomor 05 Tahun 1998 tentang
Pajak Pemznfaatan Air Bawah Tanah dan Air Perrukaan,
Peraturan Daerahh Kabupaien Tingkat Il Nias Nomor 06
Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan, Peraturan Daerah
Kabupaten Tingkat Il Nias Nomor 07 Tahun 1998 tentang
Pajak Reklame dan Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat Il
Nias Nomor 08 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan,
masih tetap merupakan pajak yang terutang dan dapat
ditagih selama jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak
saat terutang sesuai dengan tata cara penagihan pajak dalam



peraturan daerah ini.

BAB XXl
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 108
Ketentuan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
Perkotaan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Pasal 109
Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis peraturan daerah ini
diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 110

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peratu.an Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli.

Disahkan di Gunungsitoli
pada tanggal 6 Oktober 2011

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,
dto

MANTINUS LASE

IAT

o SEKRE

TAR

LEMBARAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2011 NOMOR 2
' SERI B




PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 2 TAHUN 2011

TENTANG

PAJAK DAERAH

UMUM

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Daerah mempunya’ hak dan
kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk
meringkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan
pelayanan kepada masyarakat. Untuk dapat menyelenggarakan
pemerintahan dengan baik diperlukan sumber-surnber pembiayaan yang
sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perpajakan
sebagai salah satu sumber per.dapatan bagi Daerah perlu menyesuaikar
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2% Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka semua Peraturan Daerah yang
mengatur pajak daerah harus menyesuaikan dengan undang-undang
tersebu:. Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah ini akan menjadi
pedoman dalam upaya penanganan dan pengelolaan pajak daerah guna
meningkatkan penszrimaan daerah. Pajak daerah mempunyai peranan
penting untuk mendorong pembangunan  daerah, meiingkatkan
pendapatan daerah da'am rangka untuk kesejahteraan dan kemakmuran
rakyat. Selain itu dengan Peraturan Daerat: irii diharapkan ada peningkatan
kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Dengan diberlakuk.annya Peraturan Daerah ini, kemampuan Daerah
untuk membiayai kebutuhan penge!uarannya semakin besar karena Daerah
dapat dengan mudah menyesuaikan pendapatannya sejalan dengan
adanya peningkatan basis pajak daerah dan diskresi ¢'alam penetapan tarif.
Di pihak lain, dengan tidax memberikan kewenangarn kepada Daerah untuk
menetapkan jenis pajak dan retribusi baru akan memberikan kepastian bagi
masyarakat dan dunia vsaha yang pada gilirannya aharapkan dapat
meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban
perpajakannya.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.



Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal &
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

I 42
Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.




Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup ielas.

Pasal 2.
CukLp Jelas.

Pasal 23

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf ¢
Cukup jeias.

Huruf d
Contoh Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang rnelekat
pada bangunan tempat usaha atau profesi yang diselenggarakan
sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha
atau profesi adealan papan rnerek usaha/profesi.

Huruf e
Cukup jelas.

Licirmi ¥ £
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Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.




Pasal 30

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Penggunaan tenaga listrik dengan asas timbal balik artinya
penggunaan tenaga listrik tidak dipungut pajak peneranganr jalan
namun ada sekedar sesuatu berupa pemberian sumbangan yang
diberikan kepada pihak pemerintah oleh kedutaan, Konsulat,
perwakilan asing dan lembaga-lembaga internasional.

Huruf ¢

Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Perjanjian kerjasama dalam beniuk nota kesepakatan (MoU)
acalah kesepakatan antara Walikota dengan pihak PLN yang
dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.

Pasal 33
Ayat (1)
Cukup jelas.

Avat (2)
Nilai jual tenaga listrik merupakan perhitungan antara jumlah
pemakaian dalam satuan KWH dikalikan harga listrik per KWH.

Pasal 34
Cukug jelas.

Pasal 35
Cukup jeias.

Pasal 36
Cukup jelas.

rPasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Fasal 39
Cukup jelas.




Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal «12

Oy, i
Cuiup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma diberikan oleh
pengelola parkir maka dalam perhitungan Pajak Parkir, jumlah
potongarn harga parkir dan parkir cuma-cuma tersebut juga
diperhitungkan dalam Pajak Parkir.
Yang dimaksud dengan parkir cuma-cuma adalah parkir yang
diberikan secara khusus kepada seseorang untuk tidak membayar
parkir namun pajak parkir tetap dipungut dan dibayar oleh yang
mengelola usaha perparkiran.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.




Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55
il
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Pasal 56

up jelas.

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Paszal 60

Cukup jelas.

Pasal 61
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “"kawasan” adalahh semua tanah dan

bangunan

yang digunakan oleh perusahaan perkebunan,

perhutanan, dan pertambangan di tanah yang diberi hak guna
usaha perkebunan, tanah yang aiberi hak pengusahaan hutan dan
tanah yang meniadi wilayah usana pertambangan.

Ayai (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan ‘tidak  dimaksuckan = untuk
memperoleh keuntungan” adalah bahwa objek pajak itu
diusahakan untuk melayani kepentingan umum, dan
nyatanyata tidak ditujukan untuk mencari keuntungan. Hal ini
dapat diketahui antara lain dari anggaran dasar dan anggaran
rumah tangga dari yayasan/badan yang bergerak dalam
bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan ketudayaen
nasional tersebut. Termasuk pengertian ini adalah hutan




wisata milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Huruf ¢
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Ayat (1)

Penetapan NJOP dapat dilakukan Jengan:

a. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, adalah
suatu pendekatan/retode penentuan nilai jual suatu objek pajak
dengan cara membandingkannya dengan objek pajak lain yang
sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah
diketahui harga jualnya.

b. nilai perclehan baru, adalah suatu pendekatan/metode
penentuar: nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung
seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek
tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan
penyusutan berdasarkan kondisi pisik objek tersebut.

c. nilai jual pengganti, adalah suatu pendekatarn/metode
penentuan nilai jual suatu objek paj 'k yang berdasarkan pada
hasil preduksi objek pajak tersebut.

Ayat (2)

Pada dasarnya panetapan NJOP adalah 3 (tiga) t~hun seiali.

Untuk Daerah tertentu yang perkembangar. pembangunannya

mengakibatkan kernaikan NJOP vang cukup besar, maka penetapan

NJOP dapat ditetapkan setabun sekali

£.yat (3)
Cukup jeias.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Nilai jual untuk bangunan sebelum diterapkan tarif pajak dikurangi
' terlebih dahulu dengan Nilai Jual Tidak Kena Pajak sebesar Rp
10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
Contoh:
Wajib pajak A mampunyai objek pajak berupa:
- Tanah seluas 800 m? dengan harga jual Rp. 300.000,00/m+;




- Bangunan seluas 400 m? dengan nilai jual Rp. 350.000,00/m 2"
- Taman seluas 200 m? dengan nilai jual Rp. 50.000,00/m 2
- Pagar sepanjang 120 m dan tinggi rata-rata pagar 1,5 m dengan nilai
jual Rp. 175.000,00/m>=. :
Besarnya pokok pajak yang terutang adalah sebagai berikut:
1. NJOP Bumi: 800 x Rp. 300.000,00 = Rp. 240.000.000,00
2. NJOP Bangunan
¢. Rurnah dan garasi

400 x Rp. 350.060,20 = Rp. 140.000.000,00
b. Taman

200 x Rp. 50.000,00 = Rp. 10.000.000,00
c. Pagar

(120 x 1,5) x Rp. 175.002,00 =Rp. 31.500.000,00 +

Total NJOP Bangunan Rp. 181.500.000,00

Niiai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak = Rp. 10.000.000,00 -

Nilai Jual bangunan Kena Pajak = Rp. 171.500.000,00 +
2. Nilai Jual Objek Fajak Kena Pajak = Rp. 411.500.000,00
4. Tarif pajak efektif yang ditetapkan dalam

Peraturan Daerah 0,3%.
5. PBB terutang: 0.3% x Rp411.500.000,00 = Rp. 822.000,00

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Ayat (1"
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Hibah Wasiat adalah suatu penetapan wasiat yang khusus
mengenai pemberian hak atas tanah dan atas bangunan
kepada orang pribadi atau badan hukum tertentu, yang
berlaku setelah pemberi hibah wasiat meninggal dunia.
Yang dimaksud dengan pernasukan dalam perseroan datau
badan hukum lain adalah pengalihan hak atas tanah dan atau
bangunan dari orang pribadi atau badan kepada Perseroan
Terbatas atau badan hukum lainnya sebagai penyertaan
modal pada Perseroan Terbatas atau badan hukum lainnya
tersebut.
Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah
pemidahan sebagian hak bersama atas tanah den atas




bangunan oleh orang pribadi atau badan kepada sesama
pemegang hak bersama.
Penunjukan pembeli dalam lelang adalah penetapan
pemenang lelang oleh pejabat lelang sebagaimana yang
tercantum dalam risalah lelang.
Sebagai pelaksanaan dari putusan hakim yang mempunyai
kekuatan hukum tetap, terjadi peralihan hak dari orang pribadi
atau badan hukum sebagai salah satu pihak kepada pihak
yang ditentukan dalam putusan hakim tersebut.
Hadiah adalah suatu pertuatan hukum berupa penyerahan
nak atas tanah dan atau bangunan yang dilakukan oleh orang
pribadi atau badan hukum kepada penerima hadiah. Akta
yang dibuat dapat berupa akta hibah.

Huruf b :

Angka 1
Yang dimaksud dengan Pemberian hak baru adalan karena
kelanjutan hak adalah pemberian hak baru kepada orang
pribadi atau badan hukum cari Negara atas tanah yang
berasal dari pelepasan hak.
Angka 2
Yang dimaksud dengan Pemberian hak baru diluar pelepasan
hak adalah pemberian hak baru atas tanah kepada orang
pribadi atau badan hukum dari Negara menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Ayat (3)

Huruf a ~
Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh
yang dapat dipuryai orang pribadi atau badan-badan hukum
tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Huruf b
Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yzng
dikuasai langsung ocleh Negara dalam jangka waktu
sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan
yang berlaku.

Huruf ¢ )
Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan
mempunyai bangunan-bangurnian atas tanah yang bukan
miliknya sendiri dengan jangka waktu vang ditetapkan dalam
Undang-Undang Nornor 5 Tahun 1960 tenteng Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Huruf d
Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau
memungut hasil dari tanah yang dikuasai. langsung oleh
Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang
dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan
pemberiannya oleh pejabat yang berwernang memberikannya
atau dalam perjanjian dengari pemilik tanahnya, yang bukan
perjanjian sewa menyewa atau perjarjian pengolahan tanah,




segala sesuatu sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Auruf e

Hak milik atas satuan rumah susun adalah hak milik atas
satuan yang bersifat perseorangan dan terpisah. Hak milik
atas satuan rumah susun meliputi  juga hak atas bagian
bersama. benda bersama dan tanahn bersama yang
Sémuanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan
dengan satuan yang bersangkutan.

Huruf f

Ayat (4)

Hak pengelolaan adalah hak menguasai dari Negara yang
kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada
pemegang haknya antara lain, berupa perencanaan
peruntukan dan penggunaan tanah, penggunaan tanah untuk
keperluan pelaksanaan tugasnya, penyerahan bagian-bagian
dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dan atau bekerja
sama dengan piFak ketiga.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan tanah dan tangunan yang digunaken
untuk penyelenggaraan pemerintah dan atau  untuk
pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum adalah
tanah dan atau bangunan yang digunakan untuk
penyelenggaran pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun
oleh Pemerintah Da=rah dan kegiatan yang semata-mata
tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, misalnya tanah dan
atau bangunan yang digunakan untuk instansi pemerintah,
rumah sakit pemerintah, jalan umum.

Huruf ¢

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan konversi adalah perubahan hak dari
hak lama menjadi hak baru menurut Undang-Undang Pokok
Agraria, termasuk pengakuan hak oleh Pemierintah. Contoh
bekas tanah hak milik adat menjadi hak baru.

Yang dimaksud dengan perbuatan hukum iain misalnya
memperpanjang hak atas tanah tanpa adanya perubahan
nama. Contoh, Perpanjaiigan Hak Guna Bangunan (HGB).

Huruf e

Yang dimaksud dengan wakaf adalah perbuatan hukum orang
pribadi atau badan yang memisahkan sebagian dari harta
kekayaannya yang berupa hak milik tanah dan atau bangunan
dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk
kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya
tanpa imtalan apapun.

Huruf f



Cukup je'as

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan harga transaksi acalah harga yang
terjadi dan telah disepakati oelh  pihak-pihak vang
bersangkutan.
Huruf b
Yang dimaksud dengan nilai pasar adalah harga rata-rata dari
transaksi jual beli secara wajar yang terjadi disekitar letak
tanah dan atau bangunan.
Dalam hal tukar menukar kedua belzh pihak direnakan Bea
Perdehanl%ak/Mas'Tanahcku1Bangunan
Huruf ¢
Cukup jelas.
Huruf d o
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf iy
Cukup jelas.
Huruf |
Cukup jeias.
Huruf
Cukup jelas.
Huruf k
Cuxup jelas.
Huruf |
Cukup Jelas.
Huruf m
cukup jeias.
Hurui n
Cukup jelas.
Huruf o
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)



Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.
Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Fasal 73
Contoh:
Wajib Pajak "C”" rnembeli tanah dan bangunan dengan
Nilai Perolehan Objek Pajak Rp. 65.000.000,00
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena iPajak Ryp. 650.000 000.00 (-)
Nilal Perolenan Objek rPajak Kena Pajak Rp  5.000.000,00
Pajak Yang Terutang = 5% x Rp5.000.000.0u Rp. 250.000,00

o

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan ‘risalah ielang” adalah rutipan nsalah
lelang yang aitandatangani oleh Kepaia Kuantor yang membidangi
pelayanan lelanyg Negara

- Avat (3)

Cukuyp jelas.

Pasal 76
Cukup Jelas.

Pasa! 77
Cukup jelas.

Pasai 78
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jeias.




Pasal 82

Cukup jelas.

FPasal 83

Cukup elay.

Pasal 84
Cukup jelus.

Pasal 85
Cukup ielas.

Pasal 86

Ke entuan ini mengatur penerbitan surat ketetapan pajak atas pajai
ya g dibayar sendir Penerbitan surat ketetapan pajak ditujukan kepada
Wajib  Pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam
pengisian SPTPD atau karena ditemukannya data fiskal tgax ailaporkan
olenh Wajib Pajak.
Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Kelentuan ini memberi Kewenangan kenade Kepala Daegran untuk

dapat mensrbiskan SKPDKB, SKPDBT atau SEPDN . hany,

terhadap kasus-kasus tertentuy, dengun  parkataan lain hanya
tennunn)VVaybflnakteuenuzyangl:wﬂawawna atad Derdosara
hasit pemerkeaan tidak memenun rewapban fonal dan/atay

Kewajiban matenai

Conloh:

1. Seurang Wajib Pajak tidai menyampaikan SPTED nada tahun
pajaxk 2009 Setelsh ditegur dalany janka waktu tertentu juga
belum menyampeikan SPTPD, maka damrnjangka\vakujpahug
ianuaS(Mna)mhunKepaml)mﬂamdapatmeneﬂﬂx&wSKPDKB
atas pujak yang terutang.

2. Seorang Wajib Pajak menyarnpaikan SPTPD pata tahun pajak
200%. Dalam jangka waktu paling lama 5 (hma) tahun, ternyata
dari hasil pemeriksaan SPTPD yang disampaikan tidak benar
Atas pajak yang terutang yang kurang bayar tersebui, Kepala
Daerah dapat menerbitkan SKPDKB ditambal dengan sanks
administratif.

3. Wajib Pajak sepacaimana dimaxsud dalam contohn yang lelal
diterbitkan SKF%}KB,apabMadakLn;angﬁa wakiu paling lama &
(lima) tahun sesudah pajak yanyg terutanyg diteniukan data baru
dan/atau  data  yang  semula  belurn letunigkap  yang
rnenyebabkwwpenawbaham;wnkw:p&akyanglcrmang,Kepam
Daerah dapat menerbitkan SKPDKRT

4. Wajib Pajak perdasarkan hasil pemericsaan Kepala Daerah
ternyata jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan

A

"




,‘umiahvkred*t pajak alau pajak tidak terutang dan tidak ada wredit
Dujah, Kepila Daeral: aupat meneditkan SKPON

Pasal 67
Cukup je'as.

Pasal 88
Cukup jeias.

Pasal 89
Cukup jelas.

rasal 90
Cukup Jelas.

Eysal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cuxup jelas.

Pasatl 93
Cukup jelas

frasal 94
Cukup jelas

Pasal 95
Cunup jeles
rasal 96
Ayat (1)
Cukup ielis
Ayt ()
FHuruf a
Curup jelas
Furuf b
Cukup jelas
Huruf ¢
Cukup jelas
Hurut b
Cukup jelas
Huruf e
‘eng dimaksud dengan "kondisi tertentu objek pajak’, antara
fain, lahan overtanian  yang sancat terbatas,  bangunan
ditempat sendirl yang dikuasai atau dimilike olen golengan
Wajib Pajak tertertu
3

Avyat (C
C

)
ukup jelas.




Pasal 97
Cukup jelas.

Pasai 98
cukup jelas -

Fasal 99
Cukup jelas.
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Pasal 101

Ayat (1)
Batasan informasi rahasia yang menjadi desar adaleh mengenal
segala informasi yang dapat menimbulkan masalah jika informasi
tersebut dikonsumsi olen pihak lain.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cuxup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jeias.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 102
Ayat (1)
Pengenaan pidana kurungan dan pidana denda kepada pejabal
tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dimaksudkan untuk
menjamin bahwa kerahasiaan mengenai perpajakan daerah tidak
akan diberitanukan kepada pihak lain, jJuga agar Wajib Pajak dalam
memberikan data dan keterangan kepada pegjabat mengenal
perpajakan daerah tidak ragu-ragu.

Ayat (2)

Cukup jeias.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat {4)

Cukup jelas.




Fasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas

Pasal 105
Cukup jelas.

Fasal 106

o~ - 1 -
Cukun feias.

Pasal 107
Cukup jelas

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jeias

Fasal 110
Cukup jeias.
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